SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 21/HK.03/72/2022 TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022
tanggal 20 Mei 2022 perihal Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 186 Tahun 2022 tentang Pengangkatan
Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023;
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemllihan
Umum Nomor 209 Tahun 2022 tentang Penetapan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah  Periode 2018-2023, perlu melakukan
perubahan susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua



Mengingat

1.

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 21/HK.03/72/2022 tentang
Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik



10.
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186 Tahun
2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah Periode 2018-2023;

13. Keputusan Komisi Pemllihan Umum Nomor 209 Tahun
2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022
perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 21/HK.03/72/2022
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

: Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

21/HK.03/72/2022 tentang Tim Satuan Tugas Unit



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022.

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Nisbah sebagai
Pengarah dalam Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2022.

: Susunan Keanggotaan Tim  Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.
NISBAH
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

K_epala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

izal*Jasman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR
21/HK.03/72/2022 TENTANG TIM
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI ~ KOMISI  PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

NO NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM
DINAS TIM
(1) (2) (3) (4)
| | Nisbah Ketua KPU Provinsi Pengarah
Sulawesi Tengah
Anggota KPU
2 | Samsul Y. Gafur Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah
Anggota KPU
3 | Naharuddin Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah
Anggota KPU
4 | Sahran Raden Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah
Anggota KPU
5 | Halima Provinsi Sulawesi Pengarah
Tengah




-0

Sekretaris KPU

6 | Mohammad Taufiq Provinsi Sulawesi Ketua
Tengah
Kepala Bagian
7 | Rizal Jasman Sekretaris
Hukum dan SDM
Kepala Subbagian
8 | Cherly Trisna llyas Partisipasi dan Anggota
Humas
Kepala Subbagian
9 | Pascal Zainudin Anggota
Keuangan
Kepala Subbagian
10 | Moh. Sophan Senga Anggota
Data dan Informasi
Kepala Subbagian
11 | Ajeng Rahayu Anggota
Teknis
Kepala Subbagian
12 | Moh. Ridha Zulham Anggota
SDM
Kepala Subbagian
13 | Emilia Bausad Anggota
Perencanaan
) o Kepala Subbagian
14 | Adirosali Sujasman Anggota
Hukum
Kepala Subbagian
15 | Suriyani M. Amrudin Anggota

Umum dan Logistik

Salinan sesuai dengan asli

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

izal*Jasman
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